










20 KEPALA DINAS PERKEBUNAN, DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN 

PETERNAKAN DAN KESEHATAN DAN KESEHATAN HEWAN 

HEWAN 

21 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PINTU 

22 KEPALA DINAS KOMUNIKASI, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA 

INFORMATIKA DAN PERSANDIAN DAN PERSANDIAN 

23 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

DAN TENAGA KERJA TENAGA KERJA 

24 KEPALA BADAN PERNCANAAN BADAN PERNCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH 

25 KEPALA BADAN PEGELOLA BADAN PEGELOLA KEUANGAN DAN 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH ASET DAERAH 

26 KEPALA BADAN PENDAPATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH 

DAERAH 

27 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA 

MANUSIA MANUSIA 

28 KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH BENCANA DAERAH 

29 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA BADAN KESATUAN BANGSA DAN 

DAN POLITIK POLITIK 

30 INSPEKTUR INSPEKTORAT 

31 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

DAERAH BANGKINANG BANGKINANG 

32 KEPALA SATUAN POLIS! PAMONG SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA 

PRAJA 

Pj. BUPATI KAMPAR, 



1 � 

BUPATI KAMPAR 

PROVINS! RIAU 

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR 

NOMOR : 5 / gpft:AD / r /202J.i.

TENTANG 

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGGUNA ANGGARAN 

PADA KANTOR ·cAMAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR 

TAHUN ANGGARAN 2024 

BUPATI KAMPAR, 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), 

ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah perlu menetapkan Pengguna Anggaran pada Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati

tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun

Anggaran 2024;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);
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